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ABSTRAK 

Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Aceh 
Tengah Dalam Membina Pengelolaan Keuangan Kampung 

Rakhmat Wan Rizki 
Rakhmatwanrizki86@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Dalam mcwujudkan tujuan perekonom1an sektor publik yang berhasil maka setiap desa 
di Indonesia telah diberikan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) setiap 
tahunnya oleh pemerintah untuk melaksanakan pengembangan pembangunan pada desa 
tersebut. Kabupaten Aceh Tengah telah mengatur melalui Peraturan Bupati Aceh Tengah 
Nomor 16 Tahun 2015 Tentang pedoman pengelolaan keuangan kampung, yang dikelola 
berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib 
dan disiplin anggaran. Tujuan Penelitian adalah Untuk mengatahui upaya dan kendala 
Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung Kabupaten Aceh Tengah dalam membina 
Perencanaan pengelolaan keuangan kampung. Metode pengambilan informan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dan prosedur pengumpulan 
data menggunakan wawancara, Observasi dan dokumentasi_ Hasil Penelitian bahwa 
Upaya dalam membina Perencanaan pengelolaan keuangan kampung a) dilakukan 
berdasarkan pedoman peraturan pemerintah kabupaten Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 
2015. Selanjutnya upaya DPMKam berupaya Memfasilitasi, menginventalisir, memberi 
Pelatihan dan memberdayakan serta memberikan pembinaan penatausahaan dalam 
pengelolaan keuangan Kampung. Namun kemampuan aparatur kampung sangat kurang 
dalam memahami pelaksanaan secara teknis dilapangan yaitu berkaitan dengan 
pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung. b) Upaya Pembinaan Pengelolaan 
Kampung pada umumnya \angkah yang di ambil adalah dengan melaksanakan pelatihan 
guna menmgkatkan SDM, dan melakukan pembinaan langsung ke kampung-kampung, 
dmtamakan kampung yang masih rendah tahap pemahamannya terhadap regulasi yang 
mengatur pengelolaan keuangan kampung, c) Proses 1mplementasi pembinaan 
pengelolaan keuangan menemukan pennasalahan dalam pengelolaan keuangan kampung. 
yaitu pcrencanaan, pelaksanan dan pertanggungjawaban masih belum sesuru dengan 
regulas1 yang ada_ Permasa\ahan yang timbul di Masyarakat adalah kurangnya 
keterbukaan dalam pelaksanaan penge\olaan, kurang terakomodimya keinginan 
masyarakat, dan juga kurang berkualitasnya hasil dari pekerjaan_ Kendala yaitu 
personil/tenaga ahli Pada DPMKam sangat terbatas, dan wilayah binaan yang sangat 
luas, serta pihak aparatur kampung kurang antusias dalam mengikutinya. Hal m1 ditandai 
dengan banyak Reje kampung yang mengirimkan perwakilan dalam setiap pe\atihan. 
Selanjutnya Ego sektoral yaitu masyarakat lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan 
orang perorang, tanpa mempertimbangkan tingkat prioritasnya. Kemudian lebih buruk 
lagi adalah kurang harmomsnya hubungan antar Reje dan RGM. Proses pengelolaan 
keuangan akan terhambat akibat adanya konflik antar Reje dan RGM. 

Kata Kunci: Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan Kampung 
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ABSTRACT 

Efforts Of The Offtce Of Community Empowerment And Vdlages Of Central Aceh 
Regency Jn Fostering Financial Kampung Management 

Rakhmat Wan Rizki 
Rakhmatwanrizki86@gmail.com 

The open university graduate 

ii 

In realizing asuccessful public sector economic goal every village in Indonesia has been 
given a village budget (APBD) every year by the government to carry out development in 
the village. The district of central Aceh has been organizing through! the regulation of 
the central Aceh district head number. I of 20 I 5concerning the guidelines for village 
financial management, which is managed based on transparent, accountable, 
participatory principlesand is carried out in an orderly and budgetary manner. The 
purpose of research is to know the efforts and constraints of the Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah in fostering village financial 
management planning. The impormant retrieval method use in this study was purposive 
sampling and data collection prosedur using interviews observation, and documentation. 
The result of the study are that efforts in developingvillage financial management 
planning a). Crried out based on guidelines for the central Aceh district Government 
regulation No. 16 of2015. And the DPMK's efforts sought to facilitate inventory. provide 
training and empower and provide assistance in managing village_finance. Hut th abiltty 
of the ap]XJratur is very Jacking in understanding the technical implementation in the 
field, which is related to vi/Jage financial management, h). The village development 
management efforts in general are the steps taken by conducting training to improve 
human resources (SDM) and direct guidance to villages, preferably villages that still 
have low underStanding of the regulations governing village financial management. C). 
The process of implementing financial management coaching finds probems in village 
financial management, namely implementation planning, and accountability is still not in 
accordance with existing regulations. Problem<: that arise the community are the lack of 
appeness in the impelemntation of management, lack of accommodation of the desires of 
the community and also lack of quality result from work. The constramt are thai the 
personal/experts at DPMKam are very limited and the target area is very wide, and the 
village aparaturs are very anthusiastic in following it. This was marked by the number of 
villages that sent representatives in each training. And then the sectoral ego is that the 
community priority the interest of people, regardless of their priority level. Then even 
worse is the lack of harmony between the head village and RGM The financial 
management process will be hampered due to the conflict between the Head village and 
RGM. 

Keyword : Village financial management and development. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Diskrifsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Organisasi 

82 

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 

sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 

Tahun 2009 dan perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Aceh Tengah. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 

diubah sebagai berikut: "Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan 

Pemerintahan Kampung". 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung 

Kabupaten Aceh T engah sebagai instansi tekhnis Pemerintah Kabupaten Aceh 

Tengah yang diberi tugas melaksanakan tugas wnum pemerintahan di bidang 

kebijakan peningkatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan, partisipasi, 

kemampuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dalam rangk:a peningk:atan pemberdayaan masyarak:at, pemberdayaan, 

partisipasi, kemampuan, upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terus 

dilakukan sesuai dengan potensi dan pe1uang yang tersedia. 

a. Kedudukan 
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Aceh 

Tengah adalah Perangk:at Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah 

Daerab yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

b. Tugas Pokok dan Fungsi 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh T engah ten tang Perubahan Kedua 

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rincian Pokok 

dan Fungsi Pemangk:u Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Aceh Tengab Nomor 36 Tahun 2011, maka tugas dan fungsi Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung sebagai berikut: 

1. Tugas pokok Dinas Pernberdayaan Masyarakat Dan Kampung membantu 

Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan serta 

penilaian atas pelaksanaan pembangunan di daerah. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Dan Pemerintahan Kampung mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri 

dari Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang dan Pola Umum 

Pembangunan Lima Tahunan Daerah. 

b. Pelaksanaan penyusunan program-program tahunan, sebagai 

pelaksanaan rencana tersebut pada huruf a pasal ini dibiayai oleh 

daerah sendiri ataupun yang diusulkan ke dalarn program daerab 

tingkat provinsi atau yang dimasukkan ke dalam program tahunan. 
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c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, satuan 

organisasi lain dalarn lingk:ungan pemerintah daerah, instansi-instnasi 

vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang ada di 

daerah. 

d. Pelaksanaan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan dan koordinasi 

dengan Sekretaris Daerah Kabupaten. 

e. Pelaksanaan koordinasi atau mengadakan penelitian untuk kepentingan 

perencanaan pembangunan daerah. 

f. Mengikuti persiapan dan perkembangan persiapan pelaksanaan 

perencanaan pembangunan di daerah untuk penyempumaan 

perencanaan lebih lanjut. 

g. Memonitor Pembangunan di Daerah. 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Bupati dan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMKam) 

Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab pada 

Bupati Aceh Tengah melalui Sekda, Kepala Badan mempunyai tugas 

melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan 

sumber daya kampung dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta 

43471.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



85 

pemerintahan kampung dan mukim sesuai dengan peraturan perundang

undangan. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud, Kepala Dinas 

mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan. 

b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka rnenengah, jangk:a panjang. 

c. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan 

usaha ekonomi rnasyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, 

pemberdayaan sumberdaya kampung dan pemanfaatan teknologi tepat 

guna, serta pemerintahan kampung dan mukim. 

d. Pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di 

bidang pengembangan usaha ekonomi rnasyarakat, penguatan 

kelembagaan masyarakat, pemberdayaau sumberdaya kampung dan 

pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pemerintahan kampung dan 

mukim. 

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

f. Pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian 

terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan 

sumberdaya kampung dan pemanfaatan teknologi tepat guna, serta 

pemerintahan kampung dan mukim. 

g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait Jainnya 

di bidang pengembangan usaha ekonomi mr.syarakat, penguatan 
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kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sumberdaya karnpung dan 

pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pemerintahan kampung dan 

mukim. 

h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan kampung dan 

mukim. 

1. Pembinaan UPTB. 

J. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

4. Sekretaris 

Sekretaris adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional 

dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung. 

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, wnwn, 

perlengkapan, peralatan, kenunahtanggaan, perpustakaan, keuangan, 

kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelayanan 

administrasi, penyusunan program, data, infonnasi, pernantauan, evaluasi 

dan pelaporan di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 

Pemerintahan Kampung. Untuk melaksanakan tugas tersebut. Sekretaris 

mernpunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan. rumah tangga, barang inventaris, 

asset, perlengkapan, pemeliharaan dan perpustakaan. 

b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, huk.um dan 

perundang~Widangan serta pelaksanaan hubungan rnasyarakat. 

c. Pengelolaan administrasi keuangan. 
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d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. Sekretaris terdiri dari : 

a. Sub Bagian umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan 

administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, 

penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan 

peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan 

perpustakaan serta pengelolaan administrasi kepegawain. 

b. Sub bagian perencanaan mempWiyat tugas melak:sanakan 

pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, 

pelaksanaan dan pemantauan program keija Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung. 

c. Sub bagian keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan 

anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan 

serta gaji pegawai. 

5. Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat 

Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarak:at mempunya1 tugas 

menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian 

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan 

penataan kelembagaan serta pengembangan partisipai masyarakat dan 

sosial budaya Untuk melaksanak:an tugas tersebut bidang Penguatan 

Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi: 
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a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan kelembagaan. 

b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan pendapatan. 

c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan pengembagan partisipasi masyarakat. 

d. Mengurnpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sosial 

budaya masyarakat. 

6. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kampung dan Pemanfaatan 

Teknologi Tepat Guna (TTG) 

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kampung dan Pemanfaatan 

Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai tugas melaksanakan tugas 

teknis di bidang pemberdayaan sumber daya karnpung serta 

pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna, dan mempunyai 

fungsi: 

a. Mengurnpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan pelaksanaan program pemberdayaan surnber daya 

kampung dan teknologi tepat guna. 

b. Menyusun rencana, pelak:sanaan, pengawasan dan pengendalian 

pengembangan kegiatan pemberdayaan sumberdaya kampung dan 

teknologi tepat guna. 

c. Penyusunan laJX>ran dan evaluasi dibidang pemberdayaan somber 

daya kampung dan teknologi tepat guna. 
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d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait 

lainnya di bidang pemberdayaan sumber daya karnpung dan 

teknologi tepat guna. 

e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

kepala Badan Pernberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan 

Kampung. 

7. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat 

Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan tugas teknis di bidang pengembangan usaha ekonomi 

masyarak:at, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, bantuan 

pembangunan dan modal usaha masyarakat, dan mempunyai fungsi· 

a. Penyusunan rencana pelaksanaan program, pengawasan dan 

pengendalian di bidang usaha ekonomi masyarakat. 

b. Mengumpulkan bahan dan pedoman petunjuk teknis, pembinaan dan 

pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan usaha 

ekonomi masyarakat, bantuan pembangunan dan modal usaha 

masyarakat. 

c. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat, bantuan pembangunan dan modal usaha masyarakat. 

d. Melaksanakan monitoring/evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan 

program pengembagan usaha ekonomi masyarakat. 

e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerin1ahan Kampung. 
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8. Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim 

Bidang Pernerintahan Kampung dan Mukim mempunyat tugas 

melaksanakan tugas teknis di bidang pemerintahan kampung dan mukim, 

dan mempunyai fungsi: 

a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan pelaksanaan program pemerintahan kampung dan mukim. 

b. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian 

pengembangan kegiatan pemerintahan kampung dan mukim. 

c. Penyusunan laporan dan evaluasi di bidang pemerintahan kampung 

dan mukim. 

d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait 

lainnya di hi dang pemerintahan kampung dan mukim. 

2. Togas, Fungsi Struktur Organisasi (DPMKam) 

1. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung 

Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari Kepala Dinas membawahi Bagian 

Sekretariat terdiri dari 3 Sub-bagian dan 4 Bidang, 8 Sub-bidang, 30 Staf dan 16 

orang tenaga Honener yang bekeija di Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 

Pemerintahan Kampung Kabupaten Aceh Tengah, dapat dirinci antara lain 

sebagai berikut: 

1. Sekretaris terdiri dari ; 

a. Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Perencanaan; dan 
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c. Sub Bagian Keuangan 

2. Kepala Bidang Pengembangan Usaba Ekonomi Masyarakat 

membawahi~ 

a. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; 

b. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Modal Usaha 

Masyarakat. 

3. Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat membawahi; 

a. Sub Bidang Penataan Kelembagaan dan Kekayaan Kampung; 
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b. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Sosial 

Budaya. 

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kampung dan 

Pemanfaatan TTG membawahi; 

a. Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kampung; 

b. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan TTG. 

5. Kepala Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim membawahi; 

a. Sub Bidang pendapatan dan kekayaan kampung dan mukim 

b. Sub Bidang tata pemerintahan karnpung. perangk:at dan administrasi 

kampung dan mukim. 

6. Pegawai Honorer. terdiri dari ; 

a. Penjaga Kantor. 

b. Cleaning Service. 

c. Tenaga Honorer pada Bagian Sek:retaris. 

d. Tenaga Honorer pada Bidang Pengembangan Usaha Ekonorni 
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Masyarakat. 

e. Tenaga Honorer pada Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat. 

f. Tenaga Honorer pada Bidang Pemberdayaan Somber Daya 

Kampung dan Pemanfaatan ITG. 

g. Tenaga Honorer pada Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim. 

h. ADC Kepala Badan. 

1. Supir Kepala Badan. 

2. Tugas, Fungsi DPMKam 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh 

Tengah, sebagai salah satu SKPK di lingkungan Pernerintahan Kabupaten Aceh 

Tengah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 68 Tahun 2017 

tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung Kabupaten Aceh Tengah, bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah adalah 

melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan 

masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan sumber daya 

kampung serta pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung berkedudukan sebagai 

unsur pelaksana pemerintah Daerah yang di pimpin oleh seorang kepala Dinas, 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris 

Daerah. 
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Sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Tengah No.25 Tahun 2017 maka 

rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

adalah ; melaksanakan kewenangan Umum dan Pembangunan di bidang 

pemberdayaan masyarak:at dan Kampung. 

a. Tugas dan Fungsi 

Adapun tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung 

mempunyai Fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan Program Tahunan. 

b. Penyelenggaraan Tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Umwn 

Lintas Kabupaten/Kota 

c. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian terhadap pelaksaanaan tugas 

pemberdayaan masyarakat 

d. Perumusan kebijakan teknis dalam teknis pemberdayaan masyarakat 

e. Pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian 

terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat, penguat kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan sumber 

daya kampung serta pemanfaaatan teknologi tepat guna 

f Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Bupati dan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

b. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) 

Struktur Organisasi DPMKam Kabupaten Aceh Tengah terlampir. 
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Berdasrkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

Kabupaten Aceh Tengah, maka dapat dirumuskan struktur organisasi 

terlampir. 

2. Somber Daya SKPK 

1. Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

Kabupaten Aceh Tengah (DPMPK) 

Jwnlah pegawai (PNS) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 
Kabupaten Aceh Tengah sampai dcngan tahun 2018 sebanyak 32 orang, Formasi 
pegawai berdasar jenjang pendidikan sebagaimana tabel4.1 berikut: 

I abel 4.1; Fonnasi Pegawai DPMK berdasarkan Jenjang Pendidikan 

N 
N 
0 

Jenjang Pendidikan (Orang) 

I 

2 

3 

Uraian 

Golongan IV 

Go Iongan III 

Golongan II 

4 Golongan I 

5 
Pegawai 
Honorer 

Jumlah 

S2 Sl 

2 2 

2 14 

4 16 

Sumher Data: DPMKam Aceh Tengah 2018 

D s s 
3 

M M 
A p 

I 4 

6 

I 

19 

I 10 20 

J 
M 
L 

4 

21 

6 

9 

41 

Data di atas menunjukkan bahwa SDM dengan jenjang pendidikan S l/S2 
berjumlah 20 orang, pegawai tenaga D3 jumlahnya 2 orang, pegawai tenaga SMA 
berjumlah 9 orang dan pegawai tenaga SLTP I Orang,jumlah pegawai selurubnya 
32 orang ditambah dengan pegawai honorer 19 orang. 

Formasi dan Pengisian Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018 Sesuai dengan 
Peraturan Bupati Aceh Tcngah Nomor 68 Tahun 2017 tentang susunan organisasi 
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dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh 
Tengah. 

Tabe14.2: Fonnasi dan Pengisian Jabatan Struktural 

No Eselon Eselon Eselon Non 
II m IV Eselon/Staf 

Jumlah 

1 1 4 11 16 32 

Jum/ah 32 

Sumberdata: DPMKam 2018 
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Semua Jabatan eselon IV yang sudah terisi, jabatan yang menduduki 

jabatan tersebut ada yang sudah memasuki masa pensiun keterangan sebagai 

berikut: 

I) Kurangnya staf setiap hi dang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung 

2) Ada Jabatan csclon IV pegawai yang menjelang pensiun ditempatkan pada 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 

Belum adanya pegawai yang memegang jabatan-jabatan, kurangnya staf dan 

adanya pegawai yang menjelang pensiun di atas dapat mempengaruhi kinerja 

SKPK secara keseluruhan. Diharapkan dalam waktu dekat akan terisi dan 

penyegaran pegawai yang sesuai dan kompeten. 

3. Strategi Dan Arab Kebijakan DPMK Kabuapen Aceh Tengah 

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

Strategt Dinas Pembcrdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah 

merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi, 

yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan 
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sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini ditetapkan 

dengan maksud untuk memberikan arab, dorongan dan kesatuan pandang dalam 

rnelaksanakann tujuan organisasi. 

Perumusan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten 

Aceh Tengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan 

dengan mengacu kepada penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Kabupaten Aceh Tengah 2017-2022. 

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah adalah tercapainya Pembangunan 

Kampung yang mandiri berbasis teknologi tahun 2017-2022. Maka selanjutnya 

disusun Strategi dan arab kebijakan sebagai pendukung Pembangunan Kampung 

yang mandiri berbasis teknologi sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3 

Tabel4.3: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan, 
2017-2022 

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI 

Misi 3: Mewujudkan percepatan pembangunan kampung yang mandiri. 

3.1. 

Meningkatkan 
kualitas 
pelayanan dan 
pemberdayaan 
masyarakat 
kampung 

3.1.1. 

3.1.2. 

Meningkatkan 
rnanJemen 
pelayanan 
pemerintahan 
kampung 

Meningkatkan 
partisipasi 
masyarkat 
dalam 
pembangunan 
kampung 

3.1.1.1. 

3.1.2.1. 

Peningkatan 
kapasitas 
dan sistem 
manaJemen 
pemerintaha 
nkampung 
berbasis 
teknologi 
infonnasi 

Peningkatan 
kapasitas 
kader 
pembanguna 
n kampung 
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MISI TUJUAN SA SARAN 

3.1 3. 

Somber: DPMKam Tahun 2017 

Meningkatnya 
produk 
unggulan 
kam un, 
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STRATEGI 

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah diuraikan di atas, maka untuk 

lebihjelasnya dapat dilihat pada table 4.1. 

No 

1 

2 

3. 

4. 

Tabel4.4: Tujuan, Sasaran dan lndikator Sasaran 

TUJUAN 

Penmgkatan Pdayarmn 
Administrasi Perkantomn 

Peningkatan PengcmOOngan 
Lembaga Ekonorni Pedesaan 

I Peningkatan Kapas1tas 
Apamtur Pemerintah Desa 

2. Peningkatan Kebcrdayaan 
Masyarakat Perdesaan 

3. Peningkatan Partis1pasi 
Masyarakat dalam 
Membangun Desa 

4_ Peuingkutan Stmma dan 
Prasarana Aparatur 

5. Peningkatan Penataan Daemh 
Otonomi Bam 

6_ Peningkatan Pengembangan 
Wilayah Perbatasan 

7_\'eningkatan dan 
Pengcmbangan Penge!olaun 
Keuangan Daerah 

SASARAN 

Kualitas aparatur dalam 
peloyanan dan pemberdoyrum 
masyarakat kampong 

Manajemen pelayanan 
pemcrintahun kampong 

Peran dan partisipasi masyarakat 
dalam pembangunun kumpung 

Produk -produk unggulan yang 
ada di kampong 

Tabel4.5 

INDIKATOR SASARAN 

Menmgkatkan peran ke\embagaan 
masyamkat dan manjemen pemerintahan 
kampung 

Sistem manajemen pemerintahan kampung 
lx,rbusis tek.nologi informasi 

Kader pembang~m~n kampung 

l'otensJ unggulan kampung 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 

TAdministmsi 

""""""" r........,. -l.ernh<.ga Fkmcmi ,.,.,.., 

Kinerju 
2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi 

Akhrr 

313.171J:XXI 344488.100 378.936_910 416.830.601 458511661 l.9IL~-27 

?o.oo:ux:o n.oo:H:oo 84.700.0XI 93_1700::0 102.487.0::0 427357.COO 
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T erlaksananyu - Kegia.tan 
kaj:as:itas apuatur Kapasitas 

""""'""'""' AP""w 
Pemerintah Des~~ -· T erlaksananya 

"""""- Peningkatan -· Keberdayaan 
493.CO:I.O:XJ 542.30100::> 596.530.00J 656.183.00J 72!.801.300 3JU9.~!4· 30 

"""""" Masyarakat - Terlaksll!Uinya 

~i 
peningkatan 
partisipasi -""'"' masyarakat dalam 

"""'"'''""" membangun desn 

647.CO:I_l:OO 71 L70000J 782X70.00J 861.157.(XXJ '.147 272 700 3.949699
-
70 

Pcningkatan Samm 
Terpenuhinya 
Sanmadan don"""'"' Prasamna _ ... 
Aparallli Kantor 

147JXXl000 16L100.00J l77.870.00J 195.657.00J 215.222.700 897.449.700 

Terlaksananya 

Penataan Dacrah 
Proses perubahan 

Otonomi I3am 
StahL~ Adm 
Pemerintahan 

SOO:KlOOJ 55.00JOOJ 60.500.00J 66.55000) 73.205()(() 305.255000 

Kampung 
Pengemhangan Terpenuhinya 
Wiayah Batas Wilayah !50.00J.OOJ 165.CXXHXXJ JSLSOO.COO \99.650.00J 2\9.615.(XX) 915.76500J 
Perbotasan Kampung 

Tcrbinanya 
Peningkatan dan Pengelolaan 
Pengembangan Keuangan 
Pengelolaan Kampung Mclaltn 

15000J())J 165.00J.OOJ 181.500.00J \99650.00J 219.615.00J 915.765.000 

Keuangan Daerab Sistern S!J\IDA 
DESA 

Sumber Data: diolah oleh peneliti dari Renstra DPMKam Tahun 2018 

4. Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa 

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Reje dalam penyelenggaraan 

Pemkam 

Kegiatan Pelatihan Pcningkatan Kapasitas Banta dalam penyelenggaraan Adm 

Kampung 

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas RGM dalam Penyusunan Produk 

Hukum Kampung 

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petue dalam Penyelesaian Konflik 

Kampung 

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bendahara Kampung dalam 

Penatausahaan Keuangan kampong 
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Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Mukim dalarn penyelenggaraan 

Pemkemukiman 

Kegiatan Penyusunan Produk Hukum terkait Pemkarnlmukim 

Kegiatan Lomba Kampung Tingkat Kabupaten 

Kegiatan Pembinaan Kampung teladan 

Kegiatan Fasilitasi pembangunan kantor reje 

Kegiatan Fasilitasi pembangunan kantor mukim 

Kegiatan Penyediaan Peraturan Perundang-undangan 

Kegiatan Rasionalisasi jumlah Kemukiman!Pembentukakan Kemukiman 

Kegiatan Pembentukan Sekretariat Kemukiman 

Kegiatan Pembentukan Sekretariat Kemukirnan 

Kegiatan Pembinaan Pelaporan 

Kegiatan Pembuatan Pembinaan APBKampung 

Kegiatan Pembinanan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 

Kegiatan Penyediaan sistem profil dan pemutakhiran data profit kampung 

a. Program Penataan daerah Otonomt Baru 

Kegiatan Peningkatan status kampung persiapan 

b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 

Kegiatan Penegasan Tapal Batas Antar Kampung 

c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kegiatan Pembinaan Pelaporan 

Kegiatan Pembuatan Pembinaan APBKampung 

Kegiatan Pembinanan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 
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d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalarn Membangunan Desa 

Kegiatan Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga ditingkat 

Kampung dan Kecamatan dan kabupaten 

Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) dan Hari 

kesatuan Gerak PKK (HKG) 

Kegiatan Penataan Kelembagaan kampong 

Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kampung 

Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat (Sarakopat) 

Kegiatan Peningk:atan Partisipati Masyarakat dalam penyusunan Rencana 

Pembangunan kampong 

Kegiatan Pelatihan Pengurus TP-PKK Kampung dan Kecamatan 

Kegiatan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) 

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kine:rja dan 

Keuangan 

Arah Kebijakan dari program tersebut adalah peningkatan pelayanan 

dan Kualitas pengelolaan keuangan dan perbendaharaan sesuai dengan 

Peraturan yang berlaku. Adapun capaian Program tersebut dilaksanakan 

melalui kegiatan sebagai berikut 

1. Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca, LRA, LAK dan 

CLAK 

2. Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Semester (Neraca, LRA, 

LAK dan CLAK) 
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3. Penyusunan Lakip SKPD. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung diharapkan dapat 

meningk:atkan Kinerja aparatur pemerintah dalarn melaksanakan 

pemberdayaan. pengembangan dan pelayanan prima kepada masyarakat. 

f. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 

Kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pembangunan 

kawasan perdesaan; 

Kegiatan pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang manaJemen 

pemerintahan desa; 

g. Program Pengembangan Data!lnfonnasi 

Kegiatan penyusunan dan pengurnpulan data/informasi perencanaan 

pembangunan ekonomi; 

Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan 

penyusunan dokumen perencanaan; 

Kegiatan penyusunan profile daerah; 

h. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 

Kegiatan Bantuan Ekonomi Masyarakat Kemukiman (BEMK); 

Kegiatan penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM); 

Kegiatan pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM); 

Kegiatan pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP); 

Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan; 
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1. Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa 

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 

- Kegiatan fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di 

pedesaan; 

Kegiatan pelatihan keterampilan manajemen badan usaha mihk desa; 

2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 

- Kegiatan pembangunan pasar perdesaan; 

3. Gambaran Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

1) Pengelolaan Keuangan Desa 

Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. Setelah dilakukan musyawarah, dan basil 

musyawarahpun diperoleh, maka kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan desa. Belaja desa diprioritaskan 

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah 

desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah 

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. 

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. 

Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala desa menguasakan sebagian 

kekuasaannya kepada perangkat desa. Pembangunan desa bertujuan untuk 

meningk:atkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 
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sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta 

pemanfaatan somber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Adapun 

tahapan pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan, serta tahapanRtahapan tersebut mengedepankan kebersamaan, 

kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan 

keadilan sosial. 

Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, 

program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh 

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa, swadaya masyarakat desa dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatenl Kola. Adapun prioritas, program, 

kegmtan dan kebutuhan pembangunan desa, dirumuskan berdasarkan penilaian 

terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi : 

a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap layanan dasar; 

b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan 

kemampuan tekhnis dan sumber daya lokal yang tersedia; 

c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 

d. Pengembangan dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna untuk kemajuan 

ekonomi; 

e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. 

Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja Pemerintah 

desa, dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong 

royong, dan memanfaatkan kearifan lokal dan surnber daya alarn desa. 
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Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan 

pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa juga berhak melakukan 

pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Ma<;yarakat desa 

melaporkan basil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan 

pembangunan desa kepada Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa. 

Pemerintah desa wajib menginfonnasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana 

pembangunan jangka menengah desa, rencana ketja Pemerintah Desa, dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan 

informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa 

Masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi 

laporan pelaksanaan pernbangunan desa. 

Adapun mengenai pernbinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa, dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 

Kabupatenl Kota atau mendelegasikan pembinaan dan pengawasan tersebut 

kepada perangkat daerah. Adapun pemberdayaan masyarakat desa oleh 

Pemerintah, dilakukan dengan cara : 

a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, 

tekhnologi tepat guna, dan temuan barn untuk kemajuan ekonomi dan 

pertanian masyarakat desa; 

b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui 

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; 

c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan yang sudah ada di 

masyarakat desa. 
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Adapun upaya-upaya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa 

dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Pembinaan dan 

pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, meliputi : 

a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan 

Pemerintahan desa 

b. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah darrah Kabupatenl Kota 

c. Memberikan penghargaan, pembimbingan dan pembinaan kepada lembaga 

masyarakat desa 

d. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif 

e. Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa 

f. Memberikan bimbingan, supervtse dan konsultasi 

Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Des a 

Kemasyarakatan 

penyelenggaraan 

dan Lembaga 

g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa, dan 

lembaga Kemasyarakatan Desa 

h. Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa 

1. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

J. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan desa di desa 

tertentu 
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k. Mendorong percepatan pembngunan pedesaan 

I. Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan 

masyarakat hukum adat sebagai desa 

m. Menyusun dan memfasilitasi petunjuk tekhnis bagi BUM desa dan lembaga 

kerjasama desa. 

2) Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Aceh Tengah 

Di Kabupaten Aceh Tengah, regulasi yang mengatur tentang pengelolaan 

keuangan kampung, tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah nomor 16 

Tabun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Kabupaten Aceh 

Tengah. Di Kabupaten Aceh Tengah, Kepala desa yang selanjutnya disebut 

"Reje", adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung. Reje 

sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung mempunyai 

kewenangan : 

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung; 

b. Menetapkan pelaksana tekhnis pengelolaan keuangan kampung (PTPKK) 

c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan karnpung; 

d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalarn 

APBKampung; dan 

e. Melakuk:an tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBKampung. 

Adapun APBKampung terdiri alas : 

a. Pendapatan kampung; 

b. Belanja kampung; 
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c. Pembiayaan kampung 

Adapun pendapatan kampung adalah meliputi semua penerimaan uang 

melalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam I (satu) tahun 

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kampung. Kemudian belanja 

kampung, adalah rnerupakan semua pengeluaran dari rekening kampung yang 

merupakan kewajiban kampung dalam I (satu) tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung. Belanja kampung tersebut 

meliputi : 

a. Penyelenggaraan pernerintahan kampung~ 

b. Pelaksanaan pembangunan kampung; 

c. Pembinaan kemasyarakatan kampung; 

d. Pemberdayaan masyarakat kampung; dan 

e. Belanja tak terduga. 

Adapun klasifikasi belanja kampung, dikelompokkan dalam kegiatan 

belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modaL 

a. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Kampung 

Sekretaris desa, atau selanjutnya disebut dengan "Banta", menyusun 

rancangan Qanun kampung tentang APBKampung. Kemudian Banta 

menyampaikan rancangan Qanun tentang APBKampung tersebut kepada Reje, 

untuk disampaikan Reje kepada Rayat Genap Mupakat (RGM) untuk dibahas dan 

disepakati bersama. Adapun batas waktu rancangan Qanun tersebut disepakati 

bersama antara Reje dan RGM paling lambat pacta bulan Oktober tahun beijalan. 
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Rancangan Qanun yang telah disepakati bersarna, disarnpaikan oleh Reje 

kepada Bupati rnelalui Carnat paling lambat 3(tiga) hari sejak disepakati untuk 

dievaluasi. Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APBKampung paling 

lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Qanun kampung 

tentang APBKampung. Apabila Bupati menyatakan basil evaluasi rancangan 

Qanun kampung tentang APBKampung tidak sesuai dengan kepentingan umum 

atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Reje wajib melakukan 

penyempumaan paling lama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil 

evaluasi. Apabila basil evaluasi tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Reje, dan Reje 

tetap menetapkan rancangan Qanun kampung menjadi Qanun kampung, maka 

Bupati dapat mernbatalkan Qanun kampung tersebut yang mana pembatalan 

tersebut dituang dalam suatu Keputusan Bupati. Dalam hal evaluasi rancangan 

Qanun kampung, Bupati dapat rnendelegasikan kepada Carnal. 

b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung 

Semua penerimaan dan pengeluaran kampung dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan kampung dilaksanakan melalui rekening ka'> kampung. Semua 

penerimaan dan pengeluaran kampung harus didukung oleh bukti yang lengkap 

dan sah. Pemerintah kampung dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan 

kampung selain yang ditetapkan dalarn peraturan kampung. Pengeluaran 

kampung yang mengakibatkan heban APBKampung tidak dapat dilakukan 

sebelum rancangan peraturan karnpung tentang APBKampung ditetapkan menjadi 

peraturan kampung. 
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B. HasH Penelitian 

Secara umum, pengelolaan keuangan karnpung di Kabupaten Aceh Tengah 

telah berjalan sebagaimana mestinya. Narnun demikian masih kerap teijadi 

permasalahan-permasalahan dalarn pengelolaan keuangan karnpung, yang dapat 

menghambat pencairan dana desa tahap selanjutnya, sehingga dapat menghambat 

proses pembangunan kampung. Secara umum permasalahan yang muncul di 

sebabkan oleh permasalahan yang sarna, yaitu kurangnya SDM aparatur Kampung, 

dan regulasi yang kerap berubah ubah. 

1. Upaya DPMKam dalam pembinaan Pengelolaan Keuangan 

Didalam pembinaan pengelolaan keuangan Kampung mempunyai beberapa 

tahapan berdasarkan regulasi peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2015 

terdiri dari, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 

pertanggunjawaban dan pembinaan berdasarkan teori sebelurnnya diatas terdiri dari 

Bimbingan, pelatihan/pendidikan, konsultasi, pemberian pedoman, dan Instruk:si. 

Upaya yang dilakukan oleh DPMKam dalarn membina pengelolaan keuangan 

karnpung di Aceh Tengah sebagai berikut: 

a. Perencanaan pengelolaan keuangan kampung 

Didalam perencanaan pengelolaan keuangan DPMKam sudah 

melakukan bimbingan terhadap pemerintah karnpung sesuai dengan peraturan 

dan tugas pokok dan fungsi yang ada seperti yang di ungkapan oleh Bapak 

Salman N uri sebagai Kabid Pemerintahan Karnpung sebagai berikut: 

"Karni DPMKarn sudah memfasilitasi penyusunan produk hukum 
terkaitan pengelolaan keuangan kamplllg, juga memberikan 
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pemahaman tentang pedoman bagi aparatur pemerintahan kampung 
dalam administrasi keuangan yakni RP JM kampung, RKP kampung 
dan APBKAM"(wawancara pacta tanggal21 Apri12018) 

Berdasarkan wawancara diatas bahwa, DPMKam berupaya 

memberikan bimbingan berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan 

kampung Wltuk menghasilkan pernahaman perencanaan yang matang 

dilakukan aparatur kampung dalam pernanfaatan keuangan untuk perencanaan 

pembangunan kampung berdasarkan regu1asi yang yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah pada khususnya dan pada umumnya pemerintah pusat. 

Sesuai dengan pemyataan yang diungkapkan oleh Ibu Syuryati Kabid PPM 

mengatakan sebagai berikut: 

"Kami sebagai DPMKam menyiapkan beberapa hal untuk 
memberikan pemahaman terhadap apatur kampung seperti, 
menyiapkan RKA, untuk dijadikan sebagai DPA, kami juga 
rnenentukan langkah-langkah apa yang dilakukan dalam pegelolaan 
keuangan kampung dan melakukan pembinaan khusus dengan 
terhadap aparatur kampung di Aceh tengah"(wawancara, 21 Mei 
2018) 

Berdasarkan pemyataan diatas, dalam perencanaan pengelolaan 

keuangan kampung DPMKam sudah melakukan tugas dan fungsi 

sebagaimana yang telah di tetapkan. Secara umum, perencanaan keuangan 

adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun 

waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan kampung 

dilakukan setelab tersusunnya RP JM kampung dan RKP kampung yang 

menjadi dasar untuk menyusun APBKampung yang merupakan basil dari 

perencanaan keuangan kampung. 
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Pembinaan RKPKampung mulai disusun oleh Pemerintah Kampung 

pada bulan juli tabun berjalan dan ditetapkan paling akhir bulan september 

tahun berjalan. Sekretaris Karnpung menyusun Rancangan Peraturan 

Kampung tentang APBKampung berdasarkan RKPKampung tahun 

berkenaan. Sekretaris Kampung menyampaikan rancangan Peraturan 

Kampung tentang APBKampung kepada Kepala Kampung. Rancangan 

peraturan Kampung tentang APBKampung disampaikan oleh Kepala 

Kampung kepada Badan Permusyawaratan Kampung untuk dibahas dan 

disepakati bersama. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung 

disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Hal yang 

sama seperti yang di ungkapkan oleh Hajah Radiah Kasubbag Perencanaan 

dan keuangan berkaitang dengan pelatihan yang diberikan kepada aparatur 

kampung, mengatakan : 

"Kami sebagai DPMKam menginventalisir kampung yang 
merencanakan pcngclolaan kuangan kampung dengan baik dan 
memberikan pelatihan sistem keuangan desa bagi bendahara 
kampung, penyusunan RPJMKam bagi banta. Juga kami melakukan 
pemetaan kemampuan aparatur dalam perencanaan pelaksanaan 
pengelolaan keuangan kampung"( wawancara pada tanggal 22 Mei 
20 18). 

Pemyataan diatas sama dengan seperti yang di ungkapkan oleh 

Kasmawati Kasi Penataan kelembagaan berkaitan dengan keterbukaan 

DPMKam membuka ruang kepada aparatur kampung dalarn berkonsultasi 

terhadap permasalaban dan hambatan yang di badapi aparatur kampung, 

mengatakan: 
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"Melaksanakan konsultasi dengan DPMG Aceh, membudayakan 
dan membentuk satuan keija dalam berkonsultasi dengan aparatur 
kampung berkaitan dengan pengelolaan keuangan 
Kampung",(wawancara pada tanggal23 Mei 2018) 

Berdasarkan uraian diatas, DPMKam sudah melakukan upaya dalam 

mernbina pengelolaan keuangan Kampung di Aceh Tengah dalam tahapan 

perencanaan berdasarkan pedoman peraturan pemerintah kabupaten Aceh 

Tengah Nomor 16 Tahun 2015. perencanaan pada hakekatnya merupakan 

proses pemikiran yang sistematis, ana \isis, dan rasional untuk menentukan apa 

yang akan bagaimana melakukanya, siapa pelaksananya, dan kapan kegitan 

tersebut harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dalam perencanaan 

pengelolaan keuangan Desa. 

b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung 

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan kampung merupakan 

implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung. 

Terrnasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang 

dan jasa serta proses pembayaran. 1mplementasi Pelaksanaan pengelolaan 

keuangan dibutuhkan bimbingan kepada aparatur kampung, mengingat tingkat 

pendidikan aparatur kampung di Aceh Tengah masih rendah dan mengingat 

kerap kali terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan 

kampung sebagaimana yang di ungkapkan oleh Hajah Radiah kasubbag 

Perencanaan dan keuangan mengatakan: 

"Kita DPMK melakukan penginventalisir terhadap pelaksanaan 
pengeloaan keuangan berupa laporan semester dan laporan setiap 
tahapan yang dilaksanakan oleh kampung itu sendiri, dan 
melaksanaan pembinaan, pemantauan pengunaan pelaksanaan 
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pengelolaan keuangan di setiap kampungnya"(wawancara pacta 
tanggal25 Mei 2018) 

Berdasarkan pemyataan diatas, Bimbingan dalam pelaksanaan 

pengelolaan telah dilakukan oleh DPMKam, tetapi masih banyakuya apatur 

kampung kurang memahami teknis dilapangan berkaitan dengan pelaksanaan 

pengelolaan keuangan kampung. DP1v1Kam senantiasa seharusnya melakuk:an 

upaya-upaya untuk meningk:atkan pemahaman berkaitan pelaksanaan 

dilapangan. Seperti yang di ungkapkan syuryati Kabid PPM berkaitan dengan 

pemberian pelatihan dan konsultasi apatur kampung dalam pelaksanaan 

pengelolaan kampung, mengatakan: 

"Kami DPMKam menjadi nara sumber dalam kegiatan pelaksanaan 
di kampung, dan memberikan materi atau pun bahan kepada 
aparatur kampung dengan produk hukum teraktual terkait dengan 
pelaksanaan anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa 
dikampung", (wawancara pacta tanggal25 Mei 2018) 

Pemyataan diatas, sama halnya seperti yang di ungkapkan oleh Fajar 

Helmi Kasi Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat mengatakan: 

"Kita melakukan kunjungan kelapangan terkait pengadaan barang 
dan jasa di kampung, tentu juga DPMKam menyarankan kepada 
aparatur kampung berkonsultasi dengan DPMKam. Kita membuka 
peluang kepada kampung untuk selalu berkonsultasi dengan kita, 
juga kita selalu mengintruksikannya kepada Aparatur kampung itu 
sendiri. DPMKam juga melakukan sosialisasi pelatihan dan 
pembimbingan pelaksanaan pengelolaan keuangan", (wawancara 
pacta tanggal 25 Mei 20 18) 

Berdasarkan dari beberapa pernyataan diatas bahwa, konsep yang 

ditawarkan oleh DPMKam beragarn berkaitan dengan pemberian pemaharnan 

kepada aparatur kampung tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan. 
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DPMKam sudah melakukan sebuah upaya untuk menciptakan pelaksanaan 

pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sesuai dengan yang diamatkan oleh 

peraturan yang ada. 

c Penatausahaan Pengelolaan keuangan Kampung 

Penatausahaan adalah proses pencatatan seluruh transaksi keuangan 

yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan 

keuangan mempunya1 fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan 

APBKampung. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat 

digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri. 

Upaya yang dilakukan DPMK dalam membina keuangan kampug sudah 

dilakukan sebagaimana mestinya, sesuai dengan pemyataan Hajah Radiah 

Kabid Perencanaan keuangan berkaitan dengan pembimbingan aparatur 

kampung dalam penatausahaan mengatakan: 

"DPMKam senantiasa memberikan bimbingan berupa pembuatan 
petunjuk teknis kepada aparatur kampung di seluruh Aceh Tengah. 
Mengingat kualitas aparatur kampung di Aceh Tengah masih di 
bawah rata-rata. Juga kita memberikan pemahaman tentang 
peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan Kampung" 
(wawancara pacta tanggal26 Mei 2018) 

Pemyataan diatas, sama halnya seperti yang diungk:apkan oleh Abdi 

Indra Kabid Kelembagaan dan partisipasi masyarakat berkaitan dengan 

pelatihan penetausahaan yang dilakukan DPMKam terhadap aparatur 

kampung, mengatakan: 

''Kita menerbitk:an sebuah pedoman atau pun aturan yang 
memidahkan mereka berupa tata cata teknis, memberikan 
pemahaman tentang juklak dan jukdis dalam penatausahaan 
tersebut. Dengan adanya pedoman tersebut melalui dokumen yang 
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ada kita berikan kepad mereka, supaya mereka tidak mengalami 
hambatan nantinya"(wawancara pada tanggal26 Mei 2018) 

Berdasarkan pemyataan diatas, bahwa kegiatan yang rnendorong 

DMPK melakukan sebuah pelatihan, pembinaan dan instruksi sudah 

dilaksanakan oleh dinas tersebut. Tentu sifatnya harus kontinuitas supaya 

tidak tetjadinya sebuaha hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. 

Penatausahaan rangk:aian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur 

dan masuk akal/logis) dalarn bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, 

serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (infonnasi yang 

sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Seperti 

yang diungkapan oleh Ade Kurniawan Kasi Perencanaan dan pembinaan 

masyarakat kampung, berkaitan dengan hambatan yang terjadi di lapangan 

tentang penatausahaan pengelolaan keuangan kampung, mengatakan: 

"Hambatan yang terjadi dalam penatausahan itu sendiri, lebih 
kepada Sumberdaya manusianya, yang kita ketahui tingkat 
pendidikan masih rendah tentunya mengakibatkan bendahara 
kampung tidak melakukannya dengan baik dalam hal 
penatausahaan tersebut, bahkan masih kurangnya tindakan pelatihan 
dan kurang memahami penatausahaan tersebut"(wawancara pada 
tanggal26 Mei 2018) 

Pemyataan diatas, setelah dilakukan pembinaan melalui aspek 

bimbingan, pelatihan, pendidikan dan instruksi sudab dilakukan oleh 

DPMKarn. Tolak ukur dari pencapaian tersebut tentunya tidak terjadi lagi 

harnbatan-hambatan di lapangan, ini menjadi perhatian serius kedepannya 

oleh DPMK.arn dalarn penatausahaan dalarn pengelolaan keuangan kampung 

di Aceh Tengah. 
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d Pelaporan Pengelolaan Keuangan 

Pengelolaan APBKam dituangkan dalam bentuk 1aporan 

pertanggungjawaban yang disusun oleh Reje Kampung dan dibantu o1eh Banta 

Karnpung itu sendiri Pertanggungjawaban keuangan APBKam terintegrasi 

dengan dengan pertanggungjawaban APBKam. Pertanggungjawaban 

pelaksanaan program APBKam kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan 

melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan 

pertanggungjawaban ini bertujuan untuk menunjukkan adanya penerapan Azas 

transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan APBKam yang dapat diketahui 

' oleh masyarakat secara umum. Laporan Pertanggungjawaban di perlukan 

pembinaaan dari berbagai aspek bimbingan, pe\atihan, pembelajaran dan 

instruksi dalarn meningkatkan kualitas pelaporan pengelolaan keuangan 

Kampung. Seperti yang diungkapkan o1eh Zakiah Agussalim sebagai Kasi 

Pelaporan dan pertanggungjawban mengatakan, bahwa: 

"Upaya yang dilakukan oleh DMPKam yaitu melaksanakan bimtek 
terhadap aparatur kampung, juga melaksanakan pelatihan 
pengelolaan keuangan kampung melalui pemberian pemahaman 
SESKUEDES dan berkonsultasi dengan SKPK terkait dalam 
pelaksanaan pernbinaan bimbingan, pelatihan, pembelajaran dan 
pemberian pedoman pengelohum keuangan kampung di Aceh 
Tengah", (wawancara pada tangga126 Mei 2018). 

Dari pemyataan diatas bahwa, DMPKam sudah rnelakukan 

pernebelajaran, pelatihan dalarn pelaporan yang dilakukan oleh aparatur 

kampung di setiap semester maupun ditahapan akhir tahunnya. 

e Pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan 
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Pemberian infonnasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat 

sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena itu 

perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua stakeholders 

pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, 

transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingk:at partisipasi 

tersebut cukup membanggakan. 

Pemerintahan Kampung dalam mempertanggungjawaban kepada masyarakat 

berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara 

periodik setiap tiga bulan sekali pemerintahan kampung melakukan 

musyawarah melalui forum evaluasi pelak:sanaan APBKam yang dipimpin 

oleh Reje Kampung. Untuk menciptakan pertanggungjawaban yang baik 

diperlukan sebuah bimbingan, pelatihan dan pembejalaran supaya aparatur 

kampung tidak mendapatkan hambatan-hambatan nantinnya, upaya inilah 

yang dilakuka o1eh DPMKam Aceh Tengah untuk meminami1isir terjadi 

pertanggungjawaban yang kurang baik, yang akan berdampak kepada 

pengunaan anggaran yang carut marut seperti yang dikungkapkan oleh 

Zakiah Agussalim Kasi Pelaporan dan pertanggungjawaban mengatakan, 

bahwa: 

"Dalam upaya membimbing aparatur kampung, kita selalu 
memfasilitasi mereka dengan panduan, pedoman dan produk hukum 
yang ada, juga mengupayakan pemberian pelatihan dengan 
menyediakan anggaran tcrhadap bimtek pertanggungjawaban 
tesebut. Dan memberikan tatacara pembuatan LPJ 
kampung",(wawancara pada tangga126 Mei 2018). 

Dari pemyataan diatas, pembinaan pengelolaan keuangan dari aspek 

pertanggungjawaban sudah di1aksanakan o1eh DPMKam, kendati di1apangan 

43471.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



118 

masih teljadi pertanggungjawaban yang kurang dipahami oleh aparatur 

Kampung. Namun demikian penerapan prinsi:trprinsip tersebut harus 

dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempumaan dalam 

pembinaan program pengelolaan keuangan Kampung dan belanja Kampung 

pada tahun 2017 hasil wawancara di alas dapat dirangkum bahwa 

berdasarkan pada prinsip tanggungjawab, walaupun bel urn sepenuhnya sesuai 

dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan 

penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan 

kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang berkaitan dengan pengelola APBKam yang melaksanakan pengelolaan 

keuangan desa belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, 

antara lain: 

l) Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan, 

pemerintah kabupaten dan DMPKam terhadap pengelola 

APBKarn ditingkat Karnpung. 

2) Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat 

pemerintah Kampung yang merupakan ujung tombak pelaksanaan 

APBKam. 

2. Upaya Pembinaan Pengelolaan Kampung 

a. Upaya Mengatasi Permasalahan 

Untuk mengatasi pennasalahan-pennasalahan yang dihadapi tentu 

diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun 

langkah-langkah yang di ambil seperti dijelaskan oleh kepala DPMK sebagai 

berikut: 
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"langkah pihak kami untuk membina pengelolaan dengan 
mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas, monitoring langsung 
kelapangan dan melakukan koordinasi dengan pihak 
kecamatan" ..... (wawancara tanggall9 Maret 2018). 

Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bersama pihak 

terkait lainnya, yaitu pihak kecamatan dan pendamping desa kerap melakukan 

pembinaan dengan turun langsung ke kampung-kampung. Selain mengadakan 

pelatihan-pelatihan, melakukan pembinaan secara langsung dirasa cukup 

bermanfaat. Untuk langkah-langkah di kecamatan Lut Tawar, camat Lut Tawar 

menjelaskan sebagai berikut : 

"setiap bulan kita melakukan rapat evaluasi, mengoptimalkan peran 
pendamping desa, melakukan monitoring, dan saya akan berusaha 
untuk bisa ikut menjadi narasumber pada setiap pelaksanaan 
kegiatan pembinaan" .... (wawancara tanggal 21 Maret 2018). 

Hal senada juga disampaikan oleh Sekcam Bebesen, dengan penjelasan 

sebagai berikut : 

"langkah-langkah yang ditempuh pertama sekali dengan pelatihan 
aparatur kampung, pembinaan langsung ke kampung-kampung, 
terutama yang masih rendah pemahamannya dan kita mengadakan 
rapat evaluasi tiap bulannya di kantor ini" ..... (wawancara tanggal 
26Maret2018). 

Dari hasil wawancara peneliti dengan infonnan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa umumnya langkah yang di ambil adalah dengan 

melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM, melakukan 

pembinaan langsung ke kampung-kampung, diutamakan kampung yang masih 

rendah tahap pemahamannya terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan 

keuangan kampung, dan baik pihak DPMK maupun pihak kecamatan akan 

melakukan evaluasi setiap bulannya. Dalam rangka peningkatan SDM, maka 
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pelaksanaan kegiatan pelatihan harus senng dilakukan. Pemerintah 

menghimbau kepada pihak aparatur kampung agar Pelatihan tidak hanya 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, namun pihak kampung juga dapat 

melaksanakan kegiatan tersebut, dengan mengundang pihak-pihak ahli sebagai 

narasumbemya. 

b. Kendala Dalam Membina Peogelolaan Keuangan Kampung 

Sebagaimana yang diketahui bahwa fungsi dari DPMK dan pihak 

kecamatan adalah rnembina pengelolaan keuangan kampung. Dalam prosesnya, 

pembinaan yang dilakukan tentu mendapat kendala-kendala yang dihadapi. 

Kepala DPMK menjelaskan sebagai berikut : 

''kami mengakui untuk pembinaan dilapangan, kami masih 
kekurangan personil pada dinas ini, sedangkan wilayah binaan 
sangat luas, ditambah lagi aparatur kampung yang kurang antusias 
dalam mengikuti pelatihan" ..... (wawancara tanggall9 Maret 2018). 

Dengan personil yang terbatas, dan wilayah binaan yang sangat luas, 

maka dalam melakukan pembinaan, pihak DPMK wajib untuk rnelakukan 

koordinasi sesering mungkin dengan pihak kecamatan. Kemudian Pelatihan 

dalam rangka peningkatan kualitas SDM adalah hal yang wajib dilakukan bagi 

setiap aparatur kampung. Namun di Kabupaten Aceh Tengah, apabila diadakan 

pelatihan-pelatihan, maka pihak apamtur karnpung kurang antusias dalam 

mengikutinya. Hal ini ditandai dengan banyak Reje kampung yang 

mengirimkan perwakilan dalam setiap pelatihan. 
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Pada kesempatan yang lain, basil wawancara dengan informan yaitu 

carnal Lut tawar, diperoleh inforrnasi tambahan mengenai kendala yang 

dihadapi. Adapun basil wawancara sebagai berikut : 

"terkadang yang membuat pusing adalah masih tingginya ego 
sektoral dan dishannoni antar penyelenggara kampung, terutama 
Reje dan RGM" ..... (wawancara tanggal21 Maret 2018). 

Di lain kesempatan,kendala yang dihadapi pihak kecamatan 

disarnpaikan oleh sekcam Bebesen, dengan penjelasan sebagai berikut : 

"Reje dan aparatur kampung tidak disiplin dan kurang antusias 
dalam menerima bimbingan dari kecamatan sehingga sering terjadi 
keterlambatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta 
proses laporan pertanggung jawaban" ...... (wawancara tanggal 26 
Maret 2018) 

Ego sektoral yang dimaksud adalah, masyarakat lebih mengutamakan 

kepentingan-kepentingan orang perorang atau kelompok. Misalnya kepentingan 

suatu dusun harus lebih di akomoodir dari kepentingan dusun lainnya, atau 

kepentingan segelintir orang, tanpa mempertimbangkan tingkat prioritasnya. 

Kemudian lebih buruk lagi adalah kurang harmonisnya hubungan antar Reje 

dan RGM. Proses pengelolaan keuangan akan terhambat akibat adanya konflik 

antar Reje dan RGM. Disamping itu, aparatur kampung juga kerap kurang 

mengindahkan bimbingan yang diberikan oleh pihak kecamatan, sehingga 

proses pengelolaan keuangan di kampung, mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban menjadi terhambat. Maka 

dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi adalah kurangnya personil 

aparatur pada DPMK. adanya ego sektoral dari aparatur kampung. 

c. Pengoptimalan Peran Pendamping Desa 
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Untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi, peneliti juga 

menjadikan Kepala bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

DPMK sebagai infonnan. Adapun penjelasan informan tersebut sebagai 

berikut, bahwa: 

"untuk kesuksesan pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung, 
pendamping desa sangat berperan karena mempunyai tugas pokok 
dan fungsi yang sangat vital, saya bisa bantu jelaskan 
tupoksinya" .... (wawancara tanggal 29 Maret 2018). 

Pendamping mempunyai peranan yang sangat vital dalam pembinaan 

pengelolaan keuangan kampung. Namun pendamping kerap merasa kesulitan 

dilapangan karena kurang mampu berkomunikasi yang baik dengan pihak 

aparatur kampung, sedangkan terjalinnya komunikasi yang baik sangat 

diperlukan dalam sebuah proses pembinaan. Terbatasnya jumlah pendamping 

desa juga menjadi masalah tersendiri, yang mana tiap pendamping yang 

membawahi antara 3 sampai 4 kampung menyebabkan pendampingan menjadi 

kurang optimal. Oleh karena itu pengoptimalan pemn pendamping menjadi hal 

yang perlu untuk dibenahi. 

Dari penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai tenaga ahli 

pendamping desa, diketahui bahwa tenaga ahli pendamping desa memiliki 

peran yang sangat vital dalam keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan 

kampung. 

3. Proses Implementasi Pembinaan pengelolaan keuangan 

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Karnpung ada1ah sebagai berikut : 
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"upaya kita untuk membina pengelolaan keuangan di tingkat kampung 
terutama sekali dengan menerbitkan regulasi terkait pengelolaan 
anggaran kampung, dan menyelenggarakan peningkatan kapasitas 
aparatur kampung, dan berkoordinasi dengan pihak 
Kecamatan" ...... (wawancara tanggall9 Maret 2018). 

Untuk menggali lebih dalam lagi, dan juga untuk memperoleh gambaran yang 

lebih detail lagi terhadap pelaksanaan pengelolaan kampung di Kabupaten Aceh 

Tengah, penulis juga melakukan penelitian di Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan 

Bebesen. Kedua Kecamatan tersebut dipilih karena merupakan kecamatan yang 

berada pada Pusat Kota Takengon dan kondisi di dua kecamatan tersebut di anggap 

cukup mernberi gambaran terhadap keadaan kondisi wilayah kecamatan seluruhnya .. 

Adaplill Hasil wawancara dengan Camat Lut Tawar mengenai implementasi 

pengelolaan keuangan kampung adalah sebagai berikut : 

" Kecamatan juga berperan untuk memberikan pembinaan, dan 
pembinaan di kampung-kampung akan di evaluasi tiap bulannya, dan 
senantiasa pihak kecamatan berkoordinasi dengan Dinas pemberdayaan 
masyarakat dan kampung" ...... ( wawancara tanggal 21 Maret 20 18). 

Dari basil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa regulasi yang 

mengatur pengelolaan keuangan kampung telah diterbitkan, dan pembinaannya 

dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung, 

serta pihak kecamatan. 

a. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Kampung 

Berkaitan dengan implementasi pengelolaan keuangan kampung, ditemukan 

kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan kampung. Hal ini sesuai dengan 

pemyataan Kepala DPMK, sebagai berikut : 

"dalam proses implementasi pengelolaan keuangan kampung, secara 
wnum permasalahan yang muncul adalah pelaksanaan dan 
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pertanggung jawaban keuangan kampung tidak sesuai dengan 
perencanaan" ...... (wawancara tanggal19 Maret 2018). 

Hal senada juga disampaikan oleh kepala bidang pemerintahan kampung dan 

mukim, yang menjelaskan hal sebagai berikut : 

"kurangnya pemahaman aparatur kampung menyebabkan 
pertanggungjaawaban pengelolaan keuangan kampung menjadi tidak 
berkualitas, dan tidak tertib disiplin anggaran" ...... (wawancara 
tanggal 19 Maret 20 18). 

Demikianjuga pemyataan yang di berikan oleh camat Lut Tawar: 

"secara umum permasalahan yang muncul adalah kesalahan 
administrasi dalam pengelolaan keuangan kampllllg" ..... (wawancara 
tangga121 Maret 2018). 

Sedangk:an sekretaris camat Bebesen JUga memberikan pemyataan yang 

senada, dengan basil wawancara sebagai berikut : 

"permasalaban yang paling mendasar dalam pengelolaan keuangan 
kampung adalah seringnya proses perencanaan dan pelaksanaan tidak 
sesuai dengan regulasi-regulasi yang mengatur tentang pengelolaan 
keuangan kampung" ..... (wawancara tanggal26 Maret 2018). 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang 

paling mendasar yang muncul dalam pengelolaan keuangan kampung adalah pada 

tahap perencanaan, pelaksanan dan pertanggungjawaban masih bel urn sesuai dengan 

regulasi yang ada. Kesalahan pengelolaan keuangan ini dapat berdampak negative 

terhadap proses pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan suatu kampung. 

Akibat kesalahan tersebut, suatu kampung mengalami keterlambatan dalam 

pelaksanaan pengelolaan keuangan, yang bisa menyebabkan kampung tersebut tidak 

mendapatkan kucuran dana untuk periode salanjutnya. 

b. Sebab-Sebab Permasalahan Pengelolaan Keuangan Kampung 
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Hasil penelitian terhadap sebab-sebab pennasalahan-pennsalahan yang 

mengakibatkan kesalahan dalarn proses pengelolaan keuangan kampung, juga 

terdapat kesamaan pemyataan dari para informan, antara lain disampaikan oleh 

Kepala DPMK sebagai berikut : 

'"kurangnya SDM di kampung, menyebabkan aparatur kampung 
kesulitan dalam memahami regulasi-regulasi yang 
ada" ...... (wawancara tanggal19 Maret 2018). 

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kebutuhan akan SDM, merupakan suatu 

kewajiban. Di Kabupaten Aceh Tengah, SDM aparatur kampung menjadi 

permasalahan yang sangat mendasar. Aparatur kampung umumnya kurang 

menguasai regulasi-regulasi yang ada, sehingga dalam pelaksanaan proses 

pengelolaan keuangan kampung banyak terjadi mal administrasi. 

Adapun pernyataan dari camat Lut Tawar adalah sebagai berikut : 

"hampir semua kampung memiliki pennasalahan yang sama, yaitu 
kurangnya SDM, dan juga regulasi yang kerap berubah-
ubah" ....... (wawancara tanggal21 Maret 2018). 

Adapun regulasi yang dimaksud adalah berupa Peraturan Menteri Dalam 

Negeri, Peraturan Menteri Desa, dan Peratuan Menteri Keuangan. Dengan 

berubahnya regulasi tiap tahunnya, tentu berdampak pada pelaksanaan di tingkat 

daerah. Dengan demikian pemerintah Daerah harus mensosialisasikan perubahan 

tersebut, yang memerlukan waktu dan biaya. Tidak hanya itu saja, kendala yang 

lainnya adalah bahwa aparatur pemerintahan kampung merasa sulit untuk 

menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang baru. Maka dari basil wawancara di 

atas dapat disimpu1kan bahwa penyebab yang paling mendasar dari kesalahan 
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penge1olaan keuangan kampung adalah kurangnya SDM dan regulasi yang kerap 

berubah-ubah. 

c. Permasalaban Yang Timbul Di Masyarakat 

Akibat dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan kampung tentunya 

menimbulkan permasalahan-permasalahan da1am masyarakat. Ada pun 

pennasalahan-permasalahan yang kerap muncul menurut Kepala DPMK adalah 

sebagai berikut : 

"masyarakat kerap memberikan laporan ketidak: puasan kepada 
pemerintah daerah karena pengelolaan di karnpung kurang melibatkan 
partisipasi masyarakat, dan kurang terbukanya aparatur kampung 
dalam pelaksanan pengelolaan" ..... (wawancara tanggal 19 Maret 
2018). 

Camat Lut Tawar saat diwawancara oleh peneliti JUga memberikan 

pernyataan sebagai berikut : 

"yang sering dipermasalabkan masyarakat adalah ketidakpuasan 
msyarakat atas kualitas pekerjaan, dan keinginan masyarakat tidak 
terakomoodir dalam kegiatan kampung" ...... ( wawancara tanggal 21 
Maret 2018). 

Pada kesempatan lain, hasil wawancara peneliti dengan sekcam Bebesen 

mengenai permasalahan yang muncul di masyarakat adalah sebagai berikut : 

«pennasalahan yang muncul pastinya ada, misalnya saja pengaduan 
karena pengelolaan tidak transparan dan basil pekerjaan tidak sesuai 
dengan perencanaan" ...... (wawancara tanggal26 Maret 2018). 

Dari hasil pemyataan diatas dapat disimpulkan bahwa yang senng 

dipennasalabkan oleh masyarakat adalah kurangnya keterbukaan dalam pelaksanaan 

pengelolaan. kurang terakomoodirnya keinginan masyarakat, dan juga kurang 

berkualitasnya hasil dari peke~aan. 

43471.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



127 

C. Pembahasan 

Berdasarkan basil Penelitian diatas, pada poin ini dilakukan pembahasan hasil 

Penelitian berdasarkan basil temuan-temuan di poin sebelumnya, maka muncul basil 

pembahasannya sebagai berikut: 

1. Upaya DPMKam dalam pembinaan Pengelolaan Keuangan 

a. Pembinaan perencanaan pengelolaan keuangan 

Berdasarkan pemyataan perencanaan pengelolaan keuangan DPMKam 

sudah melakukan bimbingan, Pelatihan, pembelajaran, pemberian pedoman 

dan instruksi kepada pemerintah kampung sesuai dengan peraturan dan tugas 

pokok dan fungsinya 

Setelah melakukan wawancara dan mencocokkan dengan peraturan 

yang berlaku maka DPMKam berupaya memberikan pembinaan melalui 

indikator pembinaan berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan 

kampung untuk menghasilkan pemahaman perencanaan yang matang 

dilakukan aparatur karnpung dalam pemanfaatan keuangan untuk perencanaan 

pembangunan kampung berdasarkan regulasi yang yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah pada khususnya dan pada urnumnya pemerintah pusat. 

T entunya berdasarkan pedoman peraturan pemerintah kabupaten Aceh 

Tengah Nomor 16 Tahun 2015. perencanaan pada hakekatnya merupakan 

proses pcmikiran yang sistematis. analisis. dan rasional untuk menentukan apa 

yang akan bagaimana me1akukanya, siapa pe1aksananya, dan kapan kegitan 

tersebut harus di1akukan untuk mencapai sebuah tujuan dalam perencanaan 
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pengelolaan keuangan Desa. Secara wnum, perencanaan keuangan adalah 

kegiatan untuk rnernperkirakan pendapatan dan belanja dalarn kurun wakin 

tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan kampung dilakukan 

setelah tersusunnya RPJM kampung dan RKP kampung yang menjadi dasar 

untuk menyusun APBKampung yang merupakan hasil dari perencanaan 

keuangan desa. 

RKPKampung mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan juli 

tahun berjalan dan ditetapkan paling akhir bulan september tahun betjalan. 

Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang 

APBKampung berdasarkan RKPKarnpung tahun berkenaan. Sekretaris 

Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Kampung tentang 

APBKampung kepada Kepala Kampung. Rancangan peraturan Kampung 

tentang APBKarnpnng disampaikan oleh Kepala Karnpung kepada Badan 

Pennusyawaratan Kampung untuk dibahas dan disepakati bersama. 

Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disepakati bersama 

paling larnbat bulan Oktober tahun be~ alan,( Sutarno NS (2004: I 09), 

b. Pembinaan Pelaksanaan pengelolaan keuaogan Kampuog 

Dalam proses Pembinaan pelaksanaan berdasarkan indokator 

pembinaan terdiri dari Bimbingan, Pelatihan, pembelajaran, pemberian 

pedornan dan instruksi terhadap Pelaksanaan pengelolaan keuangan karnpung. 

Berdasarkan basil wawancara diatas, Bimbingan, pelatihan, 

pembelajaran dan pernberian pedornan dalarn pelaksanaan pengelolaan telah 
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dilakukan oleh DPMKam, tetapi masih banyakoya apatur kampung kurang 

memahami teknis dilapangan berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan 

keuangan kampung. DPMKam senantiasa seharusnya melakukan upaya

upaya untuk meningkatkan pemahaman berkaitan pelaksanaan dilapangan. 

konsep yang ditawarkan oleh DPMKam beragam berkaitan dengan pemberian 

pernahaman kepada aparatur karnpung tentang pelaksanaan pengelolaan 

keuangan. DPMKam melakukan upaya untuk menciptakan pelaksanaan 

pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 

Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Kampung di Aceh 

Tengah. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara rnatang dan terperinci, implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap stap. Secara 

sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan dalam 

pengelolaan keuangan kampung merupakan implementasi atau eksekusi dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung. Termasuk dalam pelaksanaan 

diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses 

pembayaran. (Nurdin usman, 2002:70) 

c. Peoatausahaan Pengelolaan keuangan Kampung 

Berdasarkan basil wawancara di basil Penehtian pembinaan 

penatausahaan dalam pengelolaan keuangan, seharus menggunakan sistem 

yang telah rnernanfaatkan Teknologi Infonnasi (TI) yaitu dengan 

menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan menggunakan aplikasi 

SISKUEDES. bahwa kegiatan yang mendorong DMPK melakukan sebuah 
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pelatihan, pembinaan dan instruksi sudab dilaksanakan oleh dinas tersebut. 

Tentu sifatnya harus kontinuitas supaya tidak te:rjadinya sebuaha hambatan

hambatan yang tetjadi dilapangan. Penatausahaan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akai/Jogis) dalam bidang 

keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga 

infonnasi aktual (infonnasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan 

dapat segera diperoleh. Tolak ukur dari pencapaian tersebut tentunya tidak 

terjadi lagi hambatan-hambatan di lapangan, ini menjadi perhatian serius 

kedepannya oleh DPMKam dalam penatausabaan dalam pengelolaan 

keuangan kampung di Aceh T engah. 

d. Pelaporan Pengelolaan Keuangan 

Pengelolaan APBKam dituangkan dalam bentuk laporan 

pertanggungjawaban yang disusun oleh Reje Kampung dan dihantu oleh Banta 

Kampung itu sendiri berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015. 

Pertanggungjawaban keuangan APBKam terintegrasi dengan dengan 

pertanggungjawaban APBKam. Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan 

untuk menunjukkan adanya penerapan Azas transparansi dalam perencanaan, 

pelaksanaan APBK.am yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. 

Laporan Pertanggungjawaban di perlukan pembinaaan dari berbagai aspek 

bimbingan, pelatihan, pembelajaran dan instruksi dalam meningk:atkan 

kualitas pelaporan pengelolaan keuanga11 Kampung. DMPKam sudab 

melakukan pemebelajaran, pelatihan dalam pelaporan yang dilakukan oleh 

aparatur kampung di setiap semester maupun ditahapan akhir tahunnya. Untuk 
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meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaporan keuangan Kampung di Aceh 

Tengah. 

e. Pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan 

Pembinaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dari aspek 

pertanggungjawaban sudah dilaksanakan oleh DPMKam, kendati dilapangan 

masih terjadi pertanggungjawaban yang kurang dipahami oleh aparatur 

Karnpung. Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus 

dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan dalam 

pembinaan program pengelolaan keuangan Kampung dan belanja. Dengan 

demikian perlu dilakukan penyempumaan secara berkelanjutan dengan tetap 

menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan Bupati 

Nomor 16 Tahun 2015 berkaitan dengan pengelola APBKam yang 

melaksanakan pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan ketentuan 

disebabkan beberapa hal, antara lain: 

I. Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan, 

pemerintah kabupaten dan DMPKam terhadap pengelola APBKam 

ditingkat Kampung. 

2. Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat 

pemerintah Kampung yang merupakan ujung tombak pelaksanaan 

APBKam. 

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan 
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kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.(mardiasmo, 

2002:20) 

2. Upaya Pembinaan Pengelolaan Kampung 

a Upaya Mengatasi Permasalahan 

Dari basil wawancara bahwa wnwnnya langkah yang di ambil adalah 

dengan melaksanakan bimbingan, pelatihan, Pembelajaran serta pember:ian 

pedoman untuk meningkatkan sumber daya manusta, dan melakukan 

pembinaan langsung ke kampung-kampung, diutamakan kampung yang masih 

rendah tahap pemahamannya terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan 

keuangan kampWlg. DPMKam maupun pihak kecamatan akan melakukan 

evaluasi setiap bulannya. Dalam rangka peningkatan SDM, maka pelaksanaan 

kegiatan pelatihan harus sering dilakukan. Pemerintah menghirnbau kepada 

pihak aparatur kampung agar Pelatihan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten, namun pihak kampung juga dapat melaksanakan kegiatan tersebut, 

dengan mengundang pihak-pihak ahli sebagai narasumbernya_ 

d. Kendala Dalam Membina Pengelolaan Keuaogan Kampung 

Sebagaimana yang diketahui bahwa fungsi dari DPMKam dan pihak 

kecamatan adalah membina pengelolaan keuangan kampung_ Dalarn prosesnya, 

pembinaan yang dilakukan tentu mendapat kendala-kendala yang dihadapi. 

Masyarakat lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan orang perorang atau 

kelompok. Misalnya kepentingan suatu dusun harus lebih di akomoodir dari 

kepentingan dusun lainnya, atau kepentingan segelintir orang, tanpa 
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mempertimbangkan tingkat prioritasnya. Kemudian lebih buruk lagi adalah 

kurang hannonisnya hubungan antar Reje dan RGM. 

Proses pengelolaan keuangan akan terhambat akibat adanya konflik 

antar Reje dan RGM. Disamping itu, aparatur kampung juga kerap kurang 

mengindahkan bimbingan yang diberikan oleh pihak kecamatan, sehingga 

proses pengelolaan keuangan di kampung, mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban menjadi terhambat. Maka 

dari itu DPMKam dan SKPK senantiasa melakukan pembimbingan terhadap 

aparatur kampung supaya tidak tetjadinya konflik antara aparatur kampung itu 

sendiri. 

e. Pengoptimalan Peran Pendamping Desa 

Dari wawancara yang lebih mendalam lagi mengenai tenaga ahli 

pendamping desa, diketahui bahwa tenaga ahli pendamping desa memiliki 

peran yang sangat vital dalam keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan 

kampung. Pemerintah Daerah hams mampu mendorong pemdamping Desa 

untuk memberikan pemahaman baik dari perencanaan, pelaksanaan sesuai 

dengan peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan 

Kampung dan Permendagri No. 113 Tahun 2014. 

3. Proses Implementasi Pembinaan pengelolaan keuangan 

Dari basil wawancara bahwa regulasi yang mengatur pengelolaan 

keuangan kampung Ielah diterbitkan, dan pembinaannya dilakukan oleh 
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Pemerintah melalui Dinas pemberdayaan masyarakat dan karnpung, serta pihak 

kecamatan. 

a) Permasalahan Pengelolaan Keuangan Kampung 

pennasalahan yang paling mendasar yang muncul dalam pengelolaan 

keuangan kampung adalah pada tahap perencanaan, pelaksanan dan 

pertanggungjawaban masih belum sesuai dengan regulasi yang ada. Kesalahan 

pengelolaan keuangan ini dapat berdampak negative terhadap proses pertumbuhan 

perekonomian dan kesejahteraan suatu kampung. Akibat kesalahan tersebut, suatu 

kampung mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, yang 

bisa menyebabkan kampung tersebut tidak mendapatkan kucuran dana untuk 

periode salanjutnya. 

b) Sebab-Sebab Permasalahan Pengelolaan Keuangan Kampung 

Adapun regulasi yang dimaksud adalah berupa Peraturan Menteri Dalam 

Negeri, Peraturan Menteri Desa, dan Peratuan Menteri Keuangan. Dengan 

berubahnya regulasi tiap tahunnya, tentu berdampak pada pelaksanaan di tingkat 

daerah Dengan demikian pemerintah Daerah harus mensosialisasikan perubahan 

tersebut, yang memerlukan waktu dan biaya. Tidak hanya itu saja, kendala yang 

lainnya adalah bahwa aparatur pemerintahan kampung merasa sulit untuk 

menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang baru. 

c) Permasalahan Yang Timbul Di Masyarakat 
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Bahwa yang sering dipennasalahkan oleh masyarakat adalah kurangnya 

keterbukaan dalam pelak:sanaan pengelolaan, kurang terakomodimya keinginan 

masyarakat, dan juga kurang berkualitasnya hasil dari pekerjaan. 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

136 

Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan di bah sebelumnya, maka peneliti 

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

I. Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh 

Tengah melalui: 

a. Melalui perencanaan pengelolaan kampung 

Perencanaan pengelolaan keuangan kampung: dilakukan berdasarkan 

pedoman peraturan pemerintah kabupaten Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 

2015. Selanjutnya upaya DPMKam berupaya Memfllsilitasi, 

menginventalisir, memberi Pelatihan dan membudayakan serta 

memberikan pembinaan penatausahaan dalarn pengelolaan keuangan 

Kampung. Namun masih banyaknya apatur kampung yang kurang 

memahami pelaksanaan secara teknis dilapangan berkaitan dengan 

pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung. Sedangkan secara umum 

laporan pertanggungjawaban di perlukan pembinaaan dari berbagai aspek 

bimbingan, pelatihan, pembelajaran dan instruksi dalam meningkatkan 

kualitas pelaporan pengelolaan keuangan Kampung. 

b. Upaya Pembinaan Pengelolaan Kampung 

disimpulkan bahwa wnwnnya langkah yang di ambil adalah dengan 

melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM, melakukan 
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pembinaan langsung ke kampung-kampung, diutamakan kampung yang 

masih rendah tahap pemahamannya terhadap regulasi yang mengatur 

pengelolaan keuangan kampung, dan baik pihak DPMK maupun pihak 

kecamatan akan melakukan evaluasi setiap bulannya. 

c. Proses Implementasi Pembinaan pengelolaan keuangan 

a) Permasalahan Pengelolaan Keuangan Kampung. pem1asalahan yang 

paling mendasar yang rnuncul dalam pengelolaan keuangan kampung 

adalah pada tahap perencanaan, pelaksanan dan pertanggungjawaban 

masih belum sesuai dengan regulasi yang ada. Kesalahan pengelolaan 

keuangan ini dapat berdampak negative terhadap proses perturnbuhan 

perekonomian dan kesejahteraan suatu kampung. 

b) Permasalahan Yang Timbul Di Masyarakat. Bahwa yang senng 

dipermasalahkan oleh masyarakat adalah kurangnya keterbukaan 

dalam pelak:sanaan pengelolaan, kurang terakomodirnya keinginan 

masyarakat, dan juga kurang berkualitasnya hasil dari pekerjaan. 

2. Kendala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten 

Aceh Tengah dalam upaya rnembina pelaksanaan pengelolaan keuangan 

kampung. Dengan personil yang terbatas, dan wilayah binaan yang 

sangat luas, serta pihak aparatur karnpung kurang antusias dalam 

mengikutinya. Hal ini ditandai dengan banyak Reje kampung yang 

mengirimkan perwakilan dalam setiap pelatihan. Selanjutnya Ego 

sektoral yang dimaksud adalah, masyarakat lebih mengutamakan 

kepentingan-kepentingan orang perorang atau kelompok. Misalnya 
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kepentingan suatu dusun harus lebih di akomoodir dari kepentingan 

dusun lainnya, atau kepentingan segelintir orang, tanpa 

mempertimbangkan tingkat prioritasnya. Kemudian lebih buruk lagi 

adalah kurang hannonisnya hubungan antar Reje dan RGM. Proses 

pengelolaan keuangan akan terhambat akibat adanya konflik antar Reje 

danRGM. 

Merujuk kepada Kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran dalam 

penelitian ini sebagai berikut 

1. Diharapkan DPMKam Aceh Tengah agar mengembangkan upaya dalam 

melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Kampung dan cakupan, agar 

Aparat kampung dapat menguasai tentang bagamana pegelolaan keuangan 

Kampung yang lebih baik dan tidak menemukan Permasalah. 

2. Diharapkan DPMKam Aceh Tengah agar meningk:atkan Kualitas SDM baik 

SDM DPMKam Maupun Pemerintah Kampung diwilayah Kabupaten Aceh 

Tengah guna mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja DPMKam Maupun 

Kampung. Luasnya wilayah binaan dengan keterbatasan personil yang 

dihadapi Dinas permberdayaan Masyarakat dan karnpung harus marnpu 

menekan dan senantiasa melakukan pembinaan secam rutin menciptakan 

pemahaman tentang pengelolaan dana kampung tersebut, ini menjadi Jangkah 

yang konkrit untuk mendorong aparatur kampung untuk terus mendapatkan 

pernbinaan dari Dinas permberdayaan Kampwtg, untuk menghindari kurang 

antusiasnya aparatur Kampung dalam menghadiri pembinaa.n oleh Dinas 
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pemberdayaan Kampung, diharapkan peran aktif dinas pemberdayaan terns 

menerus melakukan pembenahan pembinaan yang menjadi daya tarik bagi 

aparatur kampung untuk menambah pernahamannya dalam pengelolaan 

alokasi dana kampung di Aceh Tengah. 

3. Diharapkan DPMKarn Aceh Tengah marnpu menekan Pemdamping Karnpung 

atau tenaga ahli yang sudah ada untuk memberikan pembinaan dan 

pemberdayaan Aparat Kampung sehingga dapat memanfaatkan Alokasi dana 

dan dapat mempertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. 
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INTERVIEW GUIDE 

UPA YA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKA T DAN KAMPUNG 
KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM MEMBINA 

PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG 

I. DATA INFORMAN 

a. Hari dan Tanggal 

b. Nama 

c. Umur 

d. Pendidikan terakhir 

e. Pengambil Kebijakan DPMKam 

f. Jabatan dalam DPMKam 

g. Alamat 

h. T elepon!Handphone 

2. PEMBINAAN PERENCANAAN 

145 

1. Bagaimana perencanaan awal DPMKam dalam melakukan bimbingan 

terhadap pengelolaan keuangan kampung ? 

2. Bagaimana perencanaan DMPkam dalam memberikan pelatihan 

terhadap pengelolaan keuangan Kampung di Aceh Tengah? 
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3. Pelatihan apa saja yang dibuat dalam perencaaan oleh DP:MKam 

dalam pengelolaan Keuangan Kampung di Aceh Tengah? 

4. Pendidikan dan pembelajaran apa saja yang di berikan oleh DPMKarn 

terhadap pengelolaan Keuangan Kampung di Aceh Tengah? 

5. Bagaimana perencanaan DPMKam dalam upaya berkonsultasi tentang 

pengelolaan keuangan Kampung? 
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6. Apakah DPMKam membuk:a ruang konsultasi tentang perencanaan 

pengeloaan keuangan Kampung di Aceh Tengah? 

7. Apasaja yang sering dikonsultasikan dalam perencanaan pengelolaan 

keuangan Kampung Oleh Aparatur Kampung dan dalam bentuk apa? 

8. Pedoman dan bentuk apa saja!, yang diberikan DPMKam kepada 

Karnpung terhadap pengelolaan keuangan Kampung? 
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9. Seperti apa perencanaan lnstruksi yang diberikan DPMKam terhadap 

Aparatur Kampung? 

10. Apakah instruksi tersebut dapat di pahami oleh Pemerintah Kampung 

dalam perencanaan pengelolaan keuangan Kampung? 

11. Upaya apa yang dilakukan oleh DPI\1Kam Apabila instruksi tersebut 

tidak di pahami oleh aparatur Karnpung dalam kapasitas perencanaan 

pengelolaan keuangan Kampung? 
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3. PEMBINAAN PELAKSANAAN 

1. Bagairnana upaya DPMKam dalam melakukan bimbingan terhadap 

pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung ? 

2. Bagaimana upaya DMPkam dalam memberikan pelatihan terhadap 

pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung di Aceh Tengah? 

3. Pelatihan apa saja yang diberikan oleh DPMKam terhadap 

pelaksanaan pengelolaan Keuangan Kampung di Aceh Tengah? 
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4. Pendidikan dan pembelajaran apa saja yang di berikan oleh DPMKam 

terhadap pelaksanaan pengelolaan Keuangan Karnpung di Aceh 

Tengah? 

5. Bagaimana upaya DPMKam dalam berkonsultasi tentang pelaksanaan 

pengelolaan keuangan Kampung? 

6. Apakah DPMKam membuka ruang konsultasi tentang pelaksanaan 

pengeloaan keuangan Kampung di Aceh Tengah? 
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7. Apasaja yang sering dikonsultasikan dalam pelaksanaan pengelolaan 

Kampung Oleh Aparatur Kampung? 

8. Pedoman dan bentuk apa saJa yang diberikan DPMK.am kepada 

Karnpung terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung? 

9. Tnstruksi apasaja! Yang diberikan DPMKam terhadap pelaksanaan 

pengelolaan keuangan Kampung? 

10. Apakah instruksi tersebut dapat di pahami oleh Pemerintah Kampung 

dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung? 
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II. Upaya apa yang dilakukan oleh DPMKam Apabila instruksi tersebut 

tidak di pahami oleh aparatur Kampung dalam kapasitas pelaksanaan 

pengelolaan keuangan Kampung? 

4. PEMBINAAN PENATAUSAHAAN 

1. Bagaimana upaya DPMKam dalam melakukan Penatausahaan dalarn 

pengeloaan keuangan kampung? 
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2. Apasaja yang menjadi Hambatan terhadap penatausahaan dalam 

pengelolaan Keuangan Kampung? 

3. Pelatihan apa saja yang diberikan oleh DPMKam terhadap penatausahaan 

dalam pengelolaan Keuangan Karnpung di Aceh Tengah? 

4. Pendidikan dan pembelajaran apa saja yang di berikan oleh DPMKam 

terhadap penatausahaan pengelolaan Keuangan Kampung di Aceh 

Tengah? 
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5. Apakah yang menjadi kendala DPMKam dalam penatausahaan 

pengelolaan keuangan Kampung? 

6. Pedoman dan bentuk apa saja yang diberikan DPMKam kepada Kampung 

terhadap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan Kampung? 

7. lnstruksi apasaja Yang diberikan DPMKam terhadap penatausahaan 

pengelolaan keuangan Kampung? 

8. Apakah instruksi tersebut dapat di pahami oleh Pemerintah Kampung 

dalam penatausahaan dalam pengelolaan keuangan Kampung? 
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5. PEMBJNAAN PELAPORAN 

I. Bagaimana upaya DPMKam dalam melakukan bimbingan terhadap 

pelaporan pengelolaan keuangan kampung ? 

2. Bagaimana upaya DMPkam dalam memberikan pelatihan terhadap 

pelaporan terhadap pengelolaan keuangan Kampung di Aceh Tengah? 
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3. Pelatihan apa saja yang diberikan oleh DPMKarn terhadap pelaporan 

pengelolaan Keuangan Kampung di Aceh Tengah? 

4. Pendidikan dan pembelajaran apa saja yang di berikan oleh DPMKarn 

terhadap pelaporan pengelolaan Keuangan Kampung di Aceh Tengah? 

5. Bagaimana upaya DPMK.am dalam berkonsultasi tentang pelaporan 

keuangan Kampung? 

6. Apakah DPMKarn membuka ruang konsultasi tentang pelaporan 

pengeloaan keuangan Karnpung di Aceh Tengah? 
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7. Pedoman dan bentuk apa saJa yang diberikan DPMKam kepada 

Karnpung terhadap pelaporan pengelolaan keuangan Kampung? 

8. Instruksl apasaja Yang diberikan DPMKam terhadap pelaporan 

pengelolaan keuangan Kampung? 
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9. Kendala dan hambatan apa yang ditemukan dalam pelaporan 

pengelolaan keuangan Kampung? 

I 0. Upaya apa yang dilakukan DPMKam terhadap pelaporan yang tidak 

sesuai dengan Pedoman dan peraturan yang ada? 

6. PEMBINAAN PERTANGGUNG JAW ABAN 

1. Bagaimana upaya DPMKam dalam melakukan bimbingan terhadap 

pertanggong jawaban dalam pengelolaan keuangan kampung ? 

2. Bagaimana upaya DMPkam dalarn memberikan pelatihan terhadap 

pertanggung Jawaban pengelolaan keuangan Kampung di Aceh 

Tengah? 

43471.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



159 

3. Pelatihan apa saJa yang diberikan oleh DPM.Kam terhadap 

pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Kampung di Aceh 

Tengah? 

4. Pendidikan dan pembelajaran apa saja yang di berikan oleh DPMKam 

terhadap pertanggung jawaban pcngelolaan Keuangan Kampung di 

Aceh Tengah? 

5. Bagaimana upaya DPMKam dalam berkonsultasi tentang 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kampung? 

43471.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



160 

6. Apakah DPMKam membuka ruang konsultasi tentang pertanggung 

jawaban pengeloaan keuangan Kampung di Aceh Tengah? 

7. Apasaja yang sering dikonsultasikan dalam pertanggungjawaban 

pengelolaan Kampung Oleh Aparatur Kampung? 

8. Pedoman dan bentuk apa saja!, yang diberikan DPMKam kepada 

Kampung terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

Kampung? 

9. lnstruksi apasaja Yang diberikan DPMKam terhadap pertanggung 

jawaban pengelolaan keuangan Kampung? 
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10. Apakah instruksi tersebut dapat di pahami o1eh Pemerintah Kampung 

dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kampung? 

II. Upaya apa yang dilakukan oleh DPMKam Apabila instruksi tersebut 

tidak di pahami oleh aparatur Kampung dalam kapasitas 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kampung? 

12. Apakah kendala dan hambatan dalam pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan Kampung di Aceh Tengah? 

43471.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



5. Keluarga tercinta, khususnya anak-anakku Kaisar Gavin Akbar Jiriadana (Gavin) dan 

Navisha Kanaya Jiriadana (Kanya) yang selalu sa bar dan penuh pengertian di saat Bunda 

memiliki begitu banyak keterbatasan waktu berkualitas bersama kalian karena menulis 

TAPM ini. 

6. Orang tua terkasih Rtb. Hendra Bambang.W. Soerjaatmadja, MBA dan drg. Nina Ratna 

Karaton, Sp.PM, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis sejak kecil akan 

arti penting pendidikan dan upaya meningkatkannya pada setiap kesempatan yang ada. 

7. Adik-Adik tercinta Indra Soerjaatmadja dan Ema (lstri), Adit Soerjaatmadja dan Dilla 

(lstri), serta Bima Soerjaatmadja, atas dukungan dan motivasi yang diberikan, terutama 

saat penulis sedang merasakan Ielah dan hilang semangat. 

8. Sahabat yang baik hati Stanny Desiana dan Lian Pertiwi atas kerelaannya memberi waktu 

yang berkualitas untuk mendengarkan curahan hati penulis selama penulisan T APM ini, 

serta bersedia menemani penulis berkegiatan dalam rangka rnenjaga suasana hati selalu 

baik sdama proses penulisan TAPM. 

9. Ternan-ternan satu angkatan di Program Magister Manajamen UTUPBJJ Jakarta angkatan 

2016.2 untuk sating dukung, saling berbagi infromasi, dan sating menyemangati disaat saat 

Ielah danjenuh melanda dalam proses rnenulis TAPM ini. 

10. Hand<li tau ian dan rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan curahan kasihnya sehingga se\esainya T APM ini. 

Disadari bahwa karya im masih memiliki kekurangan, brena itu segala saran dan kritik yang 

membangun sangat diharapkan untuk menyempumakannya. Namun demikian, penulis berharap 

kiranya TAPM ini dapat menyemarakkan khazanah ihnu pengetahuan manajemen SDM di masa 

rnendatang. 

Jakarta, 29 Juli 2018 

Penulis, 

Ratu Ayu Primiputri Rakhmania Soerjaatmadja 

' 
43471.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka


	cvr
	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	123_Page_41
	123_Page_42
	123_Page_43
	123_Page_44
	123_Page_45
	123_Page_46
	123_Page_47
	123_Page_48
	123_Page_49
	123_Page_50
	123_Page_51
	123_Page_52
	123_Page_53
	123_Page_54
	123_Page_55
	123_Page_56
	123_Page_57
	123_Page_58
	123_Page_59
	123_Page_60
	123_Page_61
	123_Page_62
	123_Page_63
	123_Page_64
	123_Page_65
	123_Page_66
	123_Page_67
	123_Page_68
	123_Page_69
	123_Page_70
	123_Page_71
	123_Page_72
	123_Page_73
	123_Page_74
	123_Page_75
	123_Page_76
	123_Page_77
	123_Page_78
	123_Page_79
	123_Page_80
	123_Page_81
	456



